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Pertemuan kali ini memunculkan penegasan bahwa hubungan antar institusi —yang sangat mendesak untuk segera ditata— belum berjalan dengan baik, disebabkan oleh adanya ego sektoral, ketakutan akan pemotongan kewenangan, dan ketiadaan panduan serta instruksi dari presiden. Pemetaan yang jelas mengenai hubungan antar institusi dan aktor sangat mendesak guna menghindari tumpang tindih kewenangan atau saling klaim. Selain itu, untuk mencegah terjadinya akumulasi kekuasan maka kewenangan harus dibagi habis. 

Salah satu topik yang mengemuka dalam pembahasan kali ini adalah persoalan mengenai peletakan institusi Polri. Pada dasarnya, usulan peletakan Polri di bawah kementerian manapun, baik Dephukham atau Depdagri, merupakan sebuah keputusan politik. Penegakan hukum akan menjadi warna yang mengemuka bila Polri berada di bawah Dephukham, sebaliknya variabilitas adalah warna khas Polri bila berada di bawah Depdagri. Selama keputusan belum ada, Polri terus memperkuat diri sebagai institusi yang mengurus dirinya sendiri (Self-sustained). 
Dalam pembahasan kali ini juga memunculkan penegasan bahwa berdasarkan prinsip universal, Dewan Keamanan Nasional (DKN) berfungsi memberikan rekomendasi dan masukan mengenai persoalan keamanan nasional yang mempunyai implikasi terhadap kelangsungan hidup bangsa. Dalam kondisi luar biasa, DKN memberi masukan pada presiden tetapi bukan bertindak sebagai pihak yang membuat kebijakan keamanan nasional. Presiden punya hak menentukan apakah masukan tersebut akan digunakan atau tidak.
Untuk mendukung keamanan nasional, Depdagri telah dan akan memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Depdagri juga bekerja sama dengan BIN akan melakukan pembinaan dan pemberdayaan unsur-unsur intelijen yang ada di daerah dengan wadah Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). 

Berkaitan dengan pengaturan institusi keamanan nasional, ada tiga model yang memiliki kewenangan dan implikasi berbeda, di antaranya: (1) Pool Model: setiap institusi mengandalkan hasil kerja institusi lain; (2) Sequential Model: setiap institusi harus menunggu institusi lain selesai melakukan tugas; (3) Reciprocal Model: setiap institusi harus saling bekerja sama. 
Pada akhir pembahasan belum dapat dicapai kesepahaman mengenai ruang lingkup, tataran kewenangan institusi dan aktor keamanan nasional. Perdebatan yang ada belum selesai membahas semua aspek penting di atas sehingga masalah tersebut akan kembali dibahas dalam pertemuan berikutnya. Selain itu, untuk meningkatkan fokus pembahasan, ke depan perlu ada satu forum tersendiri di mana semua institusi yang terlibat dapat menghasilkan satu kertas posisi (position paper) sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan kewenangan antar institusi dan aktor serta akan bisa dilihat tentang overlapping kewenangan antar institusi selama ini. 
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